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ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN DALAM PEMOTONGAN, 

PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DENGAN 

MENERAPKAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT ABC 

 

Oleh  

 

Syifa Nurlita Rahma 

 

Program Studi Akuntansi Keuangan  

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan kepatuhan pajak dalam 

memotong, menyetorkan, serta melaporkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) 

dalam internal perusahaan yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi 

selama tahun 2022 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif deskriptif dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan 

data sekunder dengan melakukan wawancara secara langsung, observasi dan 

pengumpulan data terkait dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC. 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku serta dianalisa kesesuaiannya dengan teori atribusi menurut 

Romadhon dan Diamastuti serta teori kepatuhan perpajakan menurut Ariani yang 

merujuk kepada PMK Nomor 39/PMK.03/2018. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 

(2) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, selama tiga tahun 

penggunaan e-Bupot Unifikasi masih ditemukan kendala seperti server down saat 

menginput bukti potong, sering terjadi maintenance system saat penyetoran pajak, 

dan membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk akses e-Bupot Unifikasi. Selain 

itu, adanya pembetulan terkait dengan pemotongan pajak serta pendistribusian 

bukti potong yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Kata Kunci: e-Bupot Unifikasi, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), 

Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan 
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ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE IN WITHHOLDING, DEPOSITING 

AND REPORTING INCOME TAX ARTICLE 23 AND INCOME TAX 

ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) BY APPLYING E-BUPOT UNIFICATION AT 

PT ABC 

 

By  

 

Syifa Nurlita Rahma 

 

Bachelor of Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to describe tax compliance in withholding, depositing, 

and reporting Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) within 

the company supported by the use of e-Bupot Unification during 2022 to 2024. The 

method used in this study is qualitative descriptive with the type of data used, 

namely primary data and secondary data by conducting direct interviews, 

observation and data collection related to Income Tax Article 23 and Income Tax 

Article 4 paragraph (2) at PT ABC. The data that has been obtained is then 

analyzed in accordance with the applicable tax regulations and analyzed for its 

suitability with the attribution theory according to Romadhon and Diamastuti and 

the tax compliance theory according to Ariani which refers to PMK Number 

39/PMK.03/2018. The results of the study show that the withholding, depositing 

and reporting of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) 

are in accordance with applicable regulations. However, during the three years of 

using e-Bupot Unifikaction there were still obstacles such as server downs when 

withholding receipts, frequent maintenance systems when paying taxes and 

requiring a strong internet connection to access e-Bupot Unification. In addition, 

there are corrections related to tax withholding and distribution of withholding 

evidence that is not in accordance with applicable regulations. 

 

Keyword: e-Bupot Unification, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 

paragraph (2), Calculation, Payment, Reporting 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu 

negara, kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan 

negara. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 

Nomor 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara, terdapat 3 (tiga) jenis sumber 

pendapatan negara antara lain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan 

hibah. Pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

bersumber dari penerimaan pajak. 

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai. 

Menurut Kementerian Keuangan Indonesia berdasarkan siaran PERS pada hari 

Senin, 6 Januari 2025 total pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 

triliun atau tumbuh 2,1 persen dibandingkan pendapatan negara pada tahun 2023. 

Namun, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2024 mengalami shortfall 

atau lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2024. Wakil Menteri 

Keuangan III Abimanyu menyampaikan, realisasi penerimaan pajak hingga 

Desember 2024 hanya sebesar Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2 persen 

dari target APBN 2024 yaitu sebesar Rp1.988,9 triliun. Begitu juga dengan realisasi 

kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,2 triliun atau hanya mencapai 93,5 persen dari 

target APBN 2024 sebesar Rp321 triliun (Nanda W, 2025).  

Penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan 

Pajak Penghasilan dalam APBN 2024 sebesar Rp1.139,8 triliun (Badan Pusat 

Statistik, 2024). Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi sumber utama penerimaan 

pajak hingga April 2024, meskipun kontribusinya menurun signifikan sebesar 

35,5%. Jenis pajak ini menyumbang 22,1% dari total penerimaan pajak. Pada tahun 

2024, terjadi penurunan profitabilitas korporasi yang disebabkan karena 

menurunnya harga komoditas, yang mengakibatkan penurunan setoran pajak 

(Nasly, 2024).  

Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Peraturan tersebut telah mengalami 4 

(empat) kali perubahan, hingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
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2008 menjadi Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga saat 

ini. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik 

orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun 

pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh 

Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26. 

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak antara lain Official Assessment 

System, Self Assessment System, dan With Holding System. Sejak tahun 1983, self 

assessment menjadi sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Self 

assessment merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak 

untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan 

sistem ini tidak berjalan efektif, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif 

rendah dan hal ini menjadi salah satu alasan penerimaan pajak di Indonesia 

seringkali tidak mencapai target, karena sumber penerimaan negara yang paling 

utama tidak berjalan dengan optimal (Muslimah, 2020).  

Dalam hal ini PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk ke dalam With 

Holding System karena besaran pajak terutang yang dikenakan terhadap wajib pajak 

ditentukan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Menurut Resmi (2019) PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan 

kepada Wajib Pajak Dalam Negeri baik orang pribadi maupun badan atas 

penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Terdapat beberapa objek pemotongan 

PPh Pasal 23 diantaranya dividen, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa dan 

penghasilan atas pemberian jasa. Sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang 

dikenakan atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final. 

Beberapa jenis penghasilan yang termasuk dalam objek PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu 

pendapatan atas jasa konstruksi, pendapatan atas penyewaan ataupun pengalihan 

bangunan atau tanah, bunga, transaksi penjualan saham dan hadiah undian 

(pbTaxand, 2024). 

Menurut Nasir dan Masdar (2025) dalam menjalankan aktivitas perpajakan, 

wajib pajak badan akan melaporkan berbagai jenis pajak penghasilan setiap 

bulannya. Sebagian besar jenis pajak ini mengharuskan wajib pajak untuk membuat 
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bukti potong dengan berbagai tujuan tergantung pada jenis PPh. Pada awalnya, 

pembuatan bukti potong pajak penghasilan masih dilakukan secara manual. Wajib 

pajak merasa khawatir jika jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang berbeda akan 

merumitkan wajib pajak apabila di setiap SPT memiliki format dan petunjuk 

pengisian yang berbeda. Hal ini akan menyebabkan kesalahan dalam proses 

pelaporan dan besarnya biaya administrasi juga akan berpengaruh jika pembuatan 

bukti potong dilakukan secara manual.  

Di Indonesia telah menerapkan sistem perpajakan berbasis elektronik. Sistem 

tersebut terdiri dari e-registration, e-filing, e-billing, dan e-spt. DJP merancang 

penggunaan e-Bukti Potong atau dapat disebut dengan e-Bupot pada akhir tahun 

2018. Aplikasi ini digunakan untuk menerbitkan bukti potong Pajak Penghasilan. 

Namun, aplikasi ini memiliki keterbatasan yaitu hanya berlaku untuk pelaporan 

SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 saja. Dikarenakan hanya dapat memotong 

PPh Pasal 23 dan Pasal 26 saja sehingga dianggap tidak memberikan kontribusi 

yang cukup terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini menjadi evaluasi bagi DJP terhadap pengembangan aplikasi yang 

telah diterapkan sebelumnya guna memudahkan akses wajib pajak (Nasir dan 

Masdar, 2025). 

Akan hal itu, Direktorat Jenderal Pajak kembali meluncurkan aplikasi baru 

berbasis web based application yang dinamakan e-Bupot Unifikasi, sesuai dengan 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2021 (2021) tentang 

pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa 

PPh Unifikasi yang berlaku mulai Masa Pajak Januari 2022. SPT Masa PPh 

Unifikasi digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban 

pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau 

pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 

(satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

E-Bupot Unifikasi merupakan sebuah aplikasi yang membantu pelaporan 

SPT Masa PPh Unifikasi yang berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti 

resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Tujuan 

dari e-Bupot Unifikasi ini untuk memfasilitasi wajib pajak dalam hal administrasi 
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perpajakan khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), diawali 

dari pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan SPT. Keunggulan dari e-Bupot 

Unifikasi ini adalah dapat membuat dan mengirimkan beberapa jenis SPT Masa 

PPh Unifikasi dalam satu aplikasi saja. SPT Masa PPh Unifikasi tersebut terdiri dari 

PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 

(Nasir dan Masdar, 2025). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dan Sucahyati 

(2024) menunjukkan bahwa penggunaan e-Bupot Unifikasi memberikan manfaat 

yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi 

administrasi perpajakan. Namun, masih ditemukan kendala dalam penggunaannya 

seperti adanya bug dalam sistem yang menjadi perhatian utama yang perlu diatasi 

untuk meningkatkan kinerja aplikasi ini secara keseluruhan. Selain itu, penelitian 

serupa yang dilakukan oleh Anita (2024) menyatakan bahwa dengan hadirnya e-

Bupot Unifikasi dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan 

dimana saja dan kapan saja secara online. Akan tetapi, masih ditemukan hambatan 

yaitu saat proses membuka website DJP membutuhkan waktu loading yang cukup 

lama, sering terjadi error saat proses input dan pencatatan pajak masa. Didukung 

penelitian serupa yang telah dilakukan oleh Nasir dan Masdar (2025) dengan 

menerapkan e-Bupot Unifikasi, kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dan 

memberikan kemudahan serta efisien dalam hal pelaporan dan pembuatan bukti 

potong, akan tetapi masih terdapat kekurangan seperti server down dan penggunaan 

fitur yang terkendala karena pihak ketiga yang yang tidak mencantumkan email. 

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pembangunan, jasa telekomunikasi dan perdagangan peralatan transmisi 

telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta. Dalam menjalankan kewajiban 

perpajakan, PT ABC sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak 22 Oktober 

2006 dan memiliki kewajiban sebagai pemungut PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 

(2) sejak 14 April 2007.  

PT ABC telah menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam kegiatan 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sejak 

Masa Pajak Maret 2022 atau di bulan April 2022 sesuai dengan kebijakan DJP. 

Mengenai hal tersebut, peneliti ingin menganalisis secara menyeluruh kewajiban 
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perpajakan PT ABC dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 

Pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun penggunaan e-Bupot 

Unifikasi terhadap kepatuhan perpajakan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Kepatuhan 

Perpajakan Dalam Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Dengan 

Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC”. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Penerapan teknologi informasi dalam hal administrasi perpajakan menjadi 

sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang 

muncul mengenai rumitnya pelaporan pajak secara manual hingga pelaporan SPT 

melalui beberapa aplikasi yang berbeda menjadi keresahan wajib pajak khususnya 

wajib pajak badan. Solusi dari permasalahan yang telah DJP berikan adalah dengan 

mengembangkan aplikasi baru untuk dapat melakukan proses administrasi dimulai 

dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak hanya dalam satu aplikasi saja. 

Aplikasi tersebut dinamakan e-Bupot Unifikasi. Sesuai dengan Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-24/PJ/2021 yang mewajibkan pembuatan bukti 

potong hingga pelaporan berbagai jenis PPh dilakukan pada aplikasi e-Bupot 

Unifikasi. Diharapkan dengan pengembangan aplikasi e-Bupot Unifikasi ini dapat 

memberikan kemudahan, efisien dan lebih praktis dalam melaksanakan kegiatan 

pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh serta dapat meningkatkan kepatuhan 

pajak. 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan e-Bupot 

Unifikasi diperoleh bahwa dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi 

kewajiban pemotong pajak dalam hal menghitung, membuat bukti potong, serta 

lapor SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, efisien dan sederhana tetapi masih 

terdapat kekurangan yaitu adanya kendala teknis dalam mengoperasikannya, 

ketidakstabilan jaringan dan server DJP Online (Arianty, 2021). Selain itu menurut 

Anita (2024) dengan hadirnya e-Bupot Unifikasi dapat memberikan kemudahan 

dalam melaporkan SPT Tahunan dimana saja dan kapan saja secara online. Akan 
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tetapi, saat membuka website DJP membutuhkan waktu loading yang cukup lama 

dan sering mengalami error saat proses input dan pencatatan pajak Masa. Dalam 

penelitian Taufikkurahman dan Ekowati (2024) penggunaan e-Bupot Unifikasi 

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, masih 

ditemukan hambatan yaitu ketergantungan pada koneksi internet yang kuat untuk 

dapat mengakses sistem tersebut, server down sehingga menghambat proses 

memotong dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Nasir dan 

Masdar (2025) dalam penelitiannya menyatakan dengan menerapkan e-Bupot 

Unifikasi, pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah dan 

efisien dalam hal melaporkan dan membuat bukti potong PPh, tetapi masih terdapat 

kelemahan seperti server down, serta pihak ketiga yang tidak mencantumkan email 

menyebabkan terkendalanya penggunaan fitur e-Bupot Unifikasi. 

Selain itu, dari hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya kendala internal 

yang mempengaruhi kepatuhan pajak dari penggunaan e-Bupot Unifikasi. Anindra 

(2024) dalam penelitiannya menyatakan dari indikator kepatuhan pajak yang 

digunakan, perusahaan masih belum memenuhi 3 syarat indikator dari 7 syarat 

indikator kepatuhan pajak, hal ini karena kondisi arus kas perusahaan yang sangat 

menurun pada tahun 2023 menyebabkan perusahaan kesulitan untuk membayar dan 

melaporkan pajak tepat waktu karena terdapat pembayaran lainnya yang harus 

diprioritaskan terlebih dahulu. 

Dalam hal ini, kendala yang dialami oleh PT ABC dalam penggunaan aplikasi 

e-Bupot Unifikasi antara lain server down saat mendekati tanggal pembayaran atau 

saat awal bulan yang menyebabkan staf pajak kesulitan untuk menginput bukti 

potong, sering terjadi pemeliharaan sistem pajak saat melakukan proses penyetoran, 

dan membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk membuka sistem e-Bupot 

Unifikasi. 

Dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan 

dalam hal ini penerapan e-Bupot Unifikasi, penulis tertarik untuk menganalisis 

prosedur penerapan e-Bupot Unifikasi dalam hal pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di internal perusahaan serta 

menganalisis kepatuhan perpajakan PT ABC selama tiga tahun penggunaan e-

Bupot Unifikasi sejak tahun 2022 hingga 2024. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 

serta PPh Pasal 4 ayat (2) dalam internal perusahaan PT ABC yang didukung 

dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi? 

2. Bagaimana kepatuhan perpajakan PT ABC terhadap pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan 

menggunakan e-Bupot Unifikasi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 

serta PPh Pasal 4 ayat (2) di internal perusahaan yang didukung dengan 

penggunaan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC. 

2. Menganalisis kepatuhan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh 

Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT ABC. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis lain, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadikan 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berfokus pada 

sistem terbaru yang digunakan dalam pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan pajak dan dikaitkan dengan kepatuhan pajak. 

b. Bagi para akademisi, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan teoritis mengenai kepatuhan perpajakan 

pada PT ABC. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

serta evaluasi dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 
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PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC terhadap kepatuhan 

pajak selama 3 (tiga) tahun penggunaannya. 

b. Bagi mahasiswa, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan kepatuhan 

perpajakan dari penggunaan e-Bupot Unifikasi di PT ABC. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Struktur penulisan skripsi ini bersumber dari Pedoman Penulisan Tugas 

Akhir/Skripsi dengan tujuan agar mempermudah dalam memahami pembahasan 

dan isi penelitian penulis. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis 

menentukan judul penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, masalah penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini memuat uraian terkait landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, penjelasan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran penelitian ini. 

BAB III: Metode Penelitian  

Pada bab ini berisi mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis 

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode dalam 

analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi hasil serta pembahasan penelitian terkait kepatuhan 

perpajakan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 ayat (2) dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC. 

BAB V: Penutup 

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai 

kepatuhan perpajakan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian terkait dengan kepatuhan pajak dalam prosedur 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di 

internal perusahaan PT ABC yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi, 

dapat diberi kesimpulan bahwa: 

1. Dalam proses pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 ayat (2) di PT ABC sudah sepenuhnya menggunakan aplikasi e-Bupot 

Unifikasi sejak Masa Pajak Maret 2022 meskipun belum sepenuhnya 

mematuhi peraturan yang berlaku. Pengenaan tarif untuk PPh Pasal 23 atas 

jasa hukum, jasa catering, jasa pembasmi hama, jasa periklanan, jasa 

akuntansi, jasa tenaga kerja dan sewa mesin fotocopy telah sesuai dengan UU 

No. 7 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (1c). Pengenaan tarif untuk PPh Pasal 4 ayat 

(2) atas jasa konstruksi dengan kualifikasi kecil, menengah atau besar dengan 

ketentuan memiliki atau tidak memiliki SBU atau SIUJK telah sesuai dengan 

PP No. 9 Tahun 2022 dan untuk pengenaan tarif sewa tanah atau bangunan 

telah sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1). Dalam hal 

penyetoran pajak PT ABC sudah sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan 

yang berlaku, meskipun dari analisis yang telah dilakukan penulis, 

penyetoran pajak selalu mendekati batas waktu yaitu tanggal 10 (sepuluh) 

setelah Masa Pajak berakhir. Hal ini disebabkan pemberian data closing 

akuntansi mendekati tanggal penyetoran pajak. Di tahun 2023 dan 2024 

terdapat pembetulan bukti potong yang menyebabkan PT ABC kurang bayar 

dan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga. Dalam hal pelaporan PPh 

Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC telah mematuhi Peraturan Dirjen 

Pajak PER-24/J/2021 Pasal 8 ayat 1 huruf (c) dengan melaporkan pajak 

maksimal tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir. 

2. Dari hasil analisis kepatuhan pajak dengan menggunakan teori atribusi yang 

telah dikembangkan oleh Ramadhon dan Diamastuti (2020), PT ABC telah 

memenuhi indikator yang digunakan, meskipun pada faktor eksternal terdapat  
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3 (tiga) hal indikator yaitu sanksi, teguran serta denda dan pemeriksaan yang 

penulis jelaskan berdasarkan analisis dan asumsi pribadi penulis dikarenakan 

adanya keterbatasan informasi yang diberikan oleh pihak narasumber kepada 

penulis. Selanjutnya dari hasil analisis dengan menggunakan teori kepatuhan 

pajak menurut Ariani (2023) yang merujuk pada PMK Nomor 

39/PMK.03/2018 Pasal 3 ayat (2), masih terdapat 1 syarat indikator yang 

belum sepenuhnya terpenuhi dari total 5 syarat indikator yang digunakan, 

indikator tersebut adalah menerbitkan bukti potong, sejak tahun 2022 hingga 

2024 PT ABC telah menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan bukti 

potong, namun dalam hal pendistribusiannya PT ABC belum sepenuhnya 

mematuhi peraturan yang terdapat pada Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021 

untuk mengirimkan bukti potong kepada lawan transaksi tanpa adanya 

permintaan terlebih dahulu dari lawan transaksi. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan kepatuhan pajak 

dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 

4 ayat (2) di internal perusahaan PT ABC yang didukung dengan penggunaan e-

Bupot Unifikasi, berikut saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Disarankan dalam prosedur penyetoran pajak, staf akuntansi memberikan 

hasil data closing di akhir bulan atau lebih awal dari sebelumnya. Dengan 

demikian, staf pajak akan memiliki waktu cukup untuk membuat bukti potong 

tanpa terburu-buru mendekati deadline penyetoran pajak. Langkah ini 

diharapkan dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi staf pajak dalam 

menginput bukti potong di e-Bupot Unifikasi, terutama saat terjadi masalah 

teknis seperti server down. 

2. Sehubungan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beban kerja 

tim akuntansi dapat mempengaruhi kecepatan proses closing, disarankan agar 

perusahaan mempertimbangkan penambahan anggota tim akuntansi. Hal ini 

kemungkinan besar akan berpengaruh kepada percepatan data dari hasil 

closing setiap bulannya agar pembayaran pajak menjadi lebih cepat dari batas 
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waktu yang telah ditentukan dan dapat meminimalisir kendala server down, 

maintenance system di e-Bupot Unifikasi. 

3. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan akses kepada staf 

pajak untuk membuat bukti potong dari rumah. Jika kebijakan tersebut tidak 

memungkinkan, perusahaan sebaiknya menyediakan akses bagi staf pajak 

untuk bekerja di kantor hingga dini hari, sehingga mereka dapat 

menyelesaikan pembuatan bukti potong dengan lebih leluasa dan 

mengantisipasi kemungkinan gangguan teknis. 

4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian bukti potong di PT 

ABC belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, 

dikarenakan pengiriman bukti potong hanya menunggu apabila pihak lawan 

transaksi meminta bukti potong tersebut dikirimkan. Disarankan agar saat 

pembuatan bukti potong atas transaksi yang terjadi, bukti potong tersebut 

langsung dikirimkan kepada pihak lawan transaksi karena ini merupakan 

suatu bentuk kewajiban sebagai pihak pemotong untuk memberikan bukti 

potong kepada pihak lawan transaksi sesuai pada Lampiran huruf C PER-

24/PJ/2021. 
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Lampiran 1. Data Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC 

 

 

Lampiran 2. Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
Politeknik Negeri Jakarta 
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Lampiran 4. Contoh Bukti Dokumen Pembayaran External dan Internal 
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Lampiran 5. Hasil Wawancara Dengan Pihak PT ABC 

1. Apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan didirikannya 

perusahaan, bergerak dibidang apa dan terdapat berapa divisi di 

perusahaan ini? 

Jawab: “Baik mba, perusahaan kami didirikan sejak 19 September 2006, kami 

bergerak di bidang pembangunan dan telekomunikasi, untuk mendukung 

kegiatan operasional perusahaan kami membagi tanggung jawab karyawan 

kami ke 7 divisi.” 

2. Bisa diinformasikan, sejak kapan PT ABC terdaftar sebagai wajib pajak? 

Jawab: “NPWP kami terdaftar sejak 22 Oktober 2006 dan telah dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 14 April 2007.” 

3. Bagaimana alur pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT 

ABC? 

Jawab: Diawali dengan user mengajukan dokumen penagihan dalam bentuk 

invoice, faktur pajak, perjanjian kontrak dll serta dibuatkan juga form 

pengajuan pengeluaran kas dan bank setelah di verifikasi dan ditandatangan 

lengkap oleh user dokumen tersebut diajukan ke finance untuk di verifikasi 

kelengkapan dokumen apabila lampiran dokumen atau tandatangan tidak 

lengkap maka dokumen dikembalikan lagi ke user, jika sudah lengkap staf 

finance akan memberikan tanda ceklis di form pengajuan pengeluaran kas dan 

bank kemudian dokumen diserahkan ke pajak untuk menentukan berapa yang 

harus kita bayarkan biasanya untuk menentukannya dengan cara, apakah ini 

masuk ke jasa, sewa atau pembelian barang, baru mengacu pada peraturan 

perpajakannya masuknya ke jenis pajak apa, tarif berapa untuk sewa barang 

masuk ke PPh 23 dengan tarif 2%, kalau pembelian bukan objek PPh, 

kebetulan kita bergerak dibidang jasa konstruksi jadi lumayan banyak jenis 

konstruksinya tergantung kecil, besar klasifikasi konstruksi, biasanya kita lihat 

dari SIUJK (Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi) disitu keliatan klasifikasi 

kecil, menengah atau besar jika sudah ketauan jenis objek PPh apa baru kita 

tentukan tarifnya berapa persen lalu dilakukan pengurangan ini kami catat di 

rekapitulasi data excel pajak masukan, setelah dilakukan pemotongan 

dokumen transaksi diberikan ke staf accounting untuk dilakukan pencatatan, 

kemudian dokumen itu dikembalikan ke staf finance lalu dokumen di 

tandatangani oleh Manager, General Manager dan Direktur untuk selanjutnya 

dibuatkan id billing untuk proses pembayaran ke vendor.” 
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(lanjutan)  

4. Ada berapa pihak yang terlibat dalam proses pemotongan pajak di PT 

ABC? 

Jawab: “User (mengajukan dokumen), staf finance (verifikasi kelengkapan 

dokumen) staf pajak (menentukan besaran tarif pemotongan pajak), staf 

accounting (melakukan pencatatan jurnal) setelah itu baru dilakukan 

rekonsiliasi dengan rekening koran.” 

5. Jenis transaksi apa saja di PT ABC yang dikenakan PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 ayat (2)? 

Jawab: “Kalau PPh 23 biasanya jasa konsultan, jasa training, jasa pelatihan, 

jasa penyimpanan, jasa periklanan, jasa penyedia tenaga kerja, sewa mesin 

fotocopy, tapi kalau PPh 4 ayat (2) itu jasa konstruksi kecil, menengah atau 

besar sama sewa lahan atau bangunan mba.” 

6. Dalam pembuatan bukti potong, apakah PT ABC membuatnya secara 

langsung setiap transaksi yang masuk atau bagaimana? 

Jawab: “Kalau disini biasanya di akhir, jadi dikumpulin dulu selama satu 

bulan. Karena, kita nunggu hasil data closingan rekonsiliasi dengan general 

ledger dari akuntansi. Jadi bener-bener biar disamakan antara pembayaran 

sama dengan pajak yang kita bayarkan di bulan tersebut, biasanya inputnya di 

akhir tidak sesuai dengan tanggal transaksi. Kita menerima data closingan 

dari akuntansi sekitar tanggal 1-5 di awal bulan. Kalau untuk pembuatan bukti 

potong biasanya di awal bulan berikutnya, misal pembayaran bulan Maret kita 

inputnya di awal April, karena memang pajak dibayarkannya maksimal di 

tanggal 10 bulan berikutnya.” 

7. Apakah Ibu mengalami kesulitan saat menentukan kode objek pajak? 

Jawab: “Biasanya cari tau dulu untuk jenis objeknya dari dokumen ataupun 

browsing, komunikasi dengan atasan dan jika dirasa belum yakin maka 

dikomunikasikan dengan konsultan pajak.” 

8. Bagaimana pendistribusian bukti potong di PT ABC? 

Jawab: “Ada beberapa vendor yang sudah dikomunikasikan terkait dengan 

pengiriman bukti potong minta di kirim rutin bulanan, ada juga melalui request 

dari user maupun vendor biasanya mereka email atau melalui chat. Jika tidak 

ada request bukti potong tidak dikirimkan.” 
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(lanjutan)  

9. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di 

PT ABC? 

Jawab: “File rekapitulasi pajak masukan selama satu bulan direkonsiliasi 

dengan catatan general ledger staf accounting kalau sudah sesuai maka lanjut 

dibuatkan rincian transaksi dari masing-masing PPh Pasal 23 dan PPh Pasal  

4 ayat (2) jika masih ditemukan adanya ketidaksesuaian maka melakukan 

verifikasi dan koordinasi dengan staf accounting, kalau sudah selesai staf 

pajak membuat kode billing tapi sebelum itu membuat bukti potong dulu di e- 

bupot unifikasi nanti baru kode billingnya muncul. Pembuatan kode billing ini 

dari hasil rekapitulasi bukti potong yang sudah dibuat jadi nominal yang 

tertera di kode billing merupakan total dari PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) selama 

satu bulan itu kemudian menyerahkan dokumen beserta lampiran ke staf 

finance, staf finance melakukan pengecekan dokumen dan di otorisasi oleh GM 

dan juga Direksi kemudian melakukan penyetoran pajak dan bukti bayar 

dikasihkan lagi ke staf pajak.” 

10. Apakah di PT ABC terdapat pengingat maupun pengawasan dalam proses 

penyetoran dan pelaporan pajak setiap bulannya? 

Jawab: “Disini ada SOP nya, proses pengajuan dan pengumpulan data 

dimulai dari rekapitulasi, collect data dll nya, e-billing di tanggal 10 terus 

dilakukan review. Yang terlibat disini ada manager accounting, manager 

finance, GM sampai Direksi.” 

11. Jika melihat dari hasil rekapitulasi data penyetoran dan pelaporan pajak 

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) selama 3 tahun terdapat 

keterlambatan pembayaran di tahun 2022 dan tahun 2024, bisa dibantu 

jelaskan alasan keterlambatannya, Bu? 

Jawab: “Keterlambatan di tahun 2022 hanya 1 kali ya mba di Masa Pajak 

September 2022 itu disebabkan terlewat approval MCM oleh Direksi, kalau di 

tahun 2023 itu kita sudah tepat waktu, dan di tahun 2024 itu penyetoran tidak 

sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan yak arena di tahun 2024 itu 

banyak hari libur dan cuti bersama jadi baru bisa dibayarkan di hari kerja 

berikutnya.” 
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12. Pada tahun 2022, terjadi keterlambatan dikarenakan terlewat 

persetujuaan MCM, biasanya untuk mengajukan pembayaran pajak 

dilakukan sejak tanggal berapa, Bu? 

Jawab: “Dilakukan saat awal bulan, alur penandatanganan nya khususnya untuk 

pajak, disini pajak jadi prioritas karena jika kita terlambat bayar ada denda nya 

terkait dengan kepatuhan pajak juga. Karena itu tadi kita closing di akhir bulan, dan 

di awal bulan data nya baru masuk. Biasanya memang agak mepet tanggal-tanggal 

nya jadi biasanya baru diajukan di tanggal 7 atau 8. Dan biasanya kita bayar di H-1 

atau H-2 sebelum deadline, tapi biasanya di H-1.” 

13. Selain itu, dari hasil rekapitulasi data yang Ibu berikan, terdapat 

beberapa pembetulan sejak tahun 2023 dan 2024, bisa tolong dijelaskan 

Bu alasan pembetulannya? 

Jawab: “Selama 3 (tiga) tahun penggunaan e-Bupot Unifikasi, kami pernah 

melakukan pembetulan di beberapa Masa Pajak tahun 2023 dan 2024, 

pembetulan ini dilakukan karena ada bukti potong yang terlewat di uang muka, 

untuk jenis transaksinya biasanya jasa katering dan jasa konstruksi kualifikasi 

kecil, menengah atau besar. Selain itu ada juga karena kesalahan NPWP lawan 

transaksi.” 

14. Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di 

PT ABC dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi? 

Jawab: “Prosedur pelaporannya itu login di DJP online nanti pilih e-Bupot 

Unifikasi pilih menu pajak penghasilan dan pilih posting untuk memposting 

bukti potong yang sebelumnya sudah dibuat sesuaikan tahun pajak sama masa 

pajak nya klik cek dan ok. Nah, selanjutnya masuk ke menu SPT Masa pilih 

perekaman bukti penyetoran dan disini muncul list daftar bukti setor, di klik 

tambah lalu kita input bukti penyetorannya. Setelah itu, ke menu SPT Masa 

pilih tahun pajak dan masa pajak klik cek lengkapi SPT sebelum dikirimkan 

kemudian pilih penandatangannya klik simpan sesudah itu klik di menu aksi 

kirim SPT nya yang berlogo pesawat ini nanti status SPT akan berubah jadi 

sudah lapor kemudian di cetak BPE nya dan SPT Masa dan kita arsip setiap 

masa pajak.” 
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15. Bagaimana implementasi e-Bupot Unifikasi di PT ABC, apakah saat awal 

penggunaan mengalami kesulitan baik itu dari fitur-fitur yang disediakan 

ataupun panduan penggunaannya? 

Jawab: “Kami menggunakan e-Bupot Unifikasi sejak peraturan dikeluarkan 

mba, jadi saat adanya sounding aplikasi baru ini kami beralih ke e-Bupot 

Unifikasi yang sebelumnya pakai e-Bupot 23/26 untuk PPh 23 dan e-spt untuk 

PPh 4 ayat (2). Penggunaannya sejak PPh Masa Pajak Maret 2022 atau di 

bulan April 2022. Sistem ini cukup membantu kami untuk mempersingkat 

waktu dan lebih efisien juga karena ga banyak aplikasi yang digunakan. Untuk 

penggunaan masih mudah karena user friendly. Di awal peluncuran sistem 

baru masih sering maintenance ga terlalu lama proses maintenance nya. Dari 

segi panduan penggunaan dari DJP jika ada update biasanya mengundang 

wajib pajak untuk dilakukan sosialisasi kebetulan kita juga ada konsultan jadi 

jika ada yang bingung langsung dikonsultasikan. E-Bupot Unifikasi digunakan 

untuk membuat bukti potong, membuat kode billing untuk setor pajak, 

pembuatan SPT Induk, dan juga lapor SPT Masa. Yang menjadi syarat 

penggunaan e-Bupot Unifikasi itu memiliki sertifikat elektronik untuk 

penandatanganan bukti potong nanti sama EFIN (Electronic Filing 

Identification Number) untuk akses akun DJP online nya.” 

16. Apakah PT ABC memanfaatkan fitur import data untuk menerbitkan 

bukti potong melalui e-Bupot Unifikasi? 

Jawab: “Sebetulnya dari saat penggunaan e-Bupot sudah bisa dilakukan impor data 

cuma karena transaksi di PT ABC tidak terlalu banyak, jadi dari kami lebih memilih 

untuk input data bukti potong secara manual namun di tahun 2024 kira-kira dekat 

akhir tahun baru pakai fitur impor data itu. Tinggal isi datanya di excel CSV copy 

paste dari rekapan excel kita terus posting, memang lebih simpel si.” 

17. Apakah PT ABC melakukan cross check terlebih dahulu sebelum posting 

bukti potong? 

Jawab: “Iya, biasanya disini muncul notifikasi muncul gagal validasi atau sukses 

validasi. Gagal validasi itu karena biasanya NPWP. Nah dalam bentuk CSV 0 nya itu 

suka ga ke detect atau hilang atau NIK jadi harus ditambahkan kutip, atau ada salah 

input NPWP atau NIK.” 

18. Apakah PT ABC mengalami kendala saat menginput bukti potong, 

penyetoran maupun pelaporan pajak? 

Jawab: “Kalau itu kan pasti ada aja ya, karena kan rame yang akses sistem tersebut 

jadi sesekali pasti kami mengalami kendala itu. Entah dari internet internal  
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(lanjutan)  

perusahaan yang trouble. Biasanya saat ada pemeliharaan sistem pajak dan saat 

mendekati tanggal pembayaran atau awal bulan suka agak susah untuk input bukti 

potongnya. Kalau untuk pelaporan bisa terbilang jarang.” 

19. Apakah PT ABC pernah mengalami kesalahan dalam penginputan data 

di aplikasi e-Bupot Unifikasi? 

Jawab: “Pernah, seperti kesalahan input nomor NPWP maupun nominal. Jika 

terdeteksi saat pengecekan sebelum posting bukti potong masih dapat diubah 

sedangkan jika telah diposting harus dilakukan pembetulan pada bulan 

berikutnya.” 

20. Apakah ada kendala dari internal perusahaan terkait dengan 

pembayaran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam periode 2022 

hingga 2024? 

Jawab: “Tidak ada, kalaupun ada keterlambatan bayar kemungkinan karena 

terlewat waktu setor.” 

21. Apa dampak positif yang dirasakan dari penggunaan e-Bupot Unifikasi? 

Jawab: “Aplikasi e-Bupot Unifikasi yang ada di web DJP online tampilannya 

cukup friendly dan mudah dimengerti. Hanya menggunakan satu aplikasi saja 

untuk proses pembuatan bukti potong, setor pajak dan juga lapor SPT Masa. 

Lebih simpel karena tidak perlu tandatangan basah, untuk bukti potong bisa di 

download sekaligus perbulan. Untuk penerbitan e-billing juga mudah karena 

langsung mengambil dari data yang diinput.” 

22. Bagaimana proses pengarsipan pajak di PT ABC? 

Jawab: “Pengarsipan dilakukan dengan baik. Setiap bukti potong, kode 

billing, SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dibuat kemudian disimpan baik 

dalam bentuk hardcopy dan juga softcopy gunanya untuk mempermudah 

dalam proses pencarian jika dibutuhkan.” 

 

 

 

 

 

 

 


